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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR : 06 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 169 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN DAN PANDUAN BEBAN KERJA DOSEN SERTA EKUIVALENSI
PERHITUNGAN KINERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dosen di
lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
maka diperlukan adanya aturan tentang Panduan dan
Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) serta Ekuivalensi
Perhitungan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen di
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

b. bahwa  Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah »
mengeluarkan Keputusan Nomor 4867 tahun 2016 tentang
Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor Dj.I/DT.IIV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen
dan Ekuivalensi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
bagi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Nomor 3532/Dj.I/Kp.07.6 /09/2016 yang
menyatakan bahwa pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri diharapkan menerbitkan Keputusan tentang
Beban Kerja Dosen pada perguruan tinggi masing-masing;

d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka
perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman dan
Panduan Beban Kerja Dosen serta Ekuivalensi Perhitungan
Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang.

b

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 19 tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan

Pemerintah Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 2013 tentang

Mengingat :

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
IndonesiaNomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan,;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

2009 tentang Dosen;
7 .Peraturan...



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan
Profesor;

8. Peraturan Presiden RI Nomor ‘130 Tahun 2014 tentang
Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
menjadi Universitas [slam Negeri Walisongo Semarang;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009
tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Islam Negeri Walisongo;

12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri
Walisongo;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

Memperhatikan : Surat Pertimbangan Persetujuan Penerbitan Pedoman Beban
' Kerja Dosen (BKD) dari Senat Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang tanggal 11Januari 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Rektor tentang Pedoman dan Panduan Beban Kerja
Dosen (BKD) serta Ekuivalensi Perhitungan Kinerja Tridharma
Perguruan Tinggi Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang sebagaimana dalam lampiran I, lampiran II, dan
lampiran Il yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan
Rektor Nomor 169 Tahun 2016 tentang Panduan dan Pedoman
Beban Kerja Dosen (BKD) serta Ekuivalensi Perhitungan
Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017 dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Januari 2017
Rektor,

(,

MUHIBBIN V

Tembusan :

. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;

. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

. Para Dekan dilingkungan UIN Walisongo Semarang;

. Wakil Rektor I UIN Walisongo Semarang;

. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Walisongo Semarang;

. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Biro AUPK UIN Walisongo

Semarang.
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR : 06 TAHUN 2017
TANGGAL: 13 Januari 2017

TENTANG
PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN PENILAIAN KINERJA
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sistem
pendidikan diperguruan tinggi, termasuk di UIN Walisongo Semarang. Peran,
tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan
pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,meningkatkan
kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa,
akhlakmulia,dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta
mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab.
Untuk melaksanakan fungsi, peran, dankedudukan yang sangat strategis
tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa
dosen, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, memiliki tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan  menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi,dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal layat 2). Sementara itu,
profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan
keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau
norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat
pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati,
dikuasai dandiwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas
profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan
beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling
banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi
akademik. Tugas utama wajib dilaksanakan oleh dosen yang belum menjadi
Profesor ataupun dosen yang telah menjadi Profesor. Profesor adalah dosen
dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan
mempunyai tugas khusus menulis buku dan membuat karya ilmiah serta
menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara
periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku
kepentingan. Selain tugas utama, dosen memiliki tugas penunjang yang dapat
dijadikan sebagai kinerja penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi di lingkungan UIN Walisongo Semarang, sebagaimana yang ditunjukkan
dalam kegiatan profesional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen
tersebut dapat berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam

1



peraturan perundang-undangan maka perlu evaluasi dan penilaian di setiap
periode waktu yang ditentukan. Perlunya evaluasi dan penilaian seperti ini
mengharuskan adanya sebuah buku pedoman untuk evaluasi dan penilaian
kinerja dosen di lingkungan UIN Walisongo.

Buku Pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberikan arah dan tata cara
bagi penetapan Beban Kerja Dosen dan Penilaian Pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Walisongo. Secara periodik, Buku
Pedoman ini juga akan dievaluasi, sesuai dengan tuntutan perkembangan yang
ada.

. Landasan Hukum

Landasan hukum Pedoman Beban Kerja Dosen dan Penilaian Kinerja
Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Walisongo Semarang, adalah
sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
PendidikanNasional;

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;

4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang
TunjanganProfesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen,
serta TunjanganKehormatan Profesor;

9. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang
SertifikasiPendidik Untuk Dosen;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

11. Permendikbud Nomor 78 tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi
dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan
Akademik Profesor;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 jo. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka Kreditnya

15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015
tentang - Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang;

16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015
tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.



C. Tujuan

Pedoman Beban Kerja Dosen dan Penilaian Kinerja Tri Dharma Perguruan
Tinggi bertujuan untuk :

1. Menilai akuntabilitas kinerja dosen di lingkungan UIN Walisongo;

2. Meningkatkan profesionalitas dosen dalam pelaksanaan Tridharma
Perguruan Tinggi;

3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan
Tinggi;

4. Meningkatkan atmosfer akademik disemua jenjang pendidikan di UIN
Walisongo; dan

5. Mempercepat terwujudnya visi UIN Walisongo.

E. Fungsi Pedoman BKD dan Penilaian Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi

Keberadaan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Penilaian Kinerja Tridharma
Perguruan Tinggi ini memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk acuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dosen
yang ada di lingkungan UIN Walisongo oleh pimpinan.

2. Untuk acuan penentuan Kkriteria tugas dan kinerja dosen di lingkungan UIN
Walisongo.

3. Untuk acuan penilaian kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di
lingkungan UIN Walisongo.

4. Untuk acuan pelaksanaan kegiatan penilaian BKD yang dilaksanakan di ,
UIN Walisongo.

5. Untuk acuan penilaian terhadap pelaksanaan tugas khusus Profesor di
lingkungan UIN Walisongo.

6. Untuk acuan penetapan pencairan tunjangan profesi bagi dosen dan
tunjangan khusus bagi profesor, di lingkungan UIN Walisongo.

BAB II
TUGAS DOSEN UIN WALISONGO

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Sedangkan Profesor adalah dosen dengan jabatan akademik
tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus
menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk
mencerahkan masyarakat. Dosen UIN Walisongo, baik yang belum atau yang
sudah mencapai jabatan akademik Profesor memiliki tugas utama di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai perwujudan
tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, keduanya dapat menjalankan
berbagai kegiatan yang dapat menjadi penunjang pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Uraian tugas dosen UIN Walisongo tersebut, secara rinci dapat
dijelaskan sebagai berikut:

A. Tugas Utama

Tugas utama dosen UIN Walisongo adalah melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua
belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai
dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan
9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang
bersangkutan;
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2. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan
secara terstruktur atau mandiri;

3. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang
sedikit-dikitnya 1 (satu) kegiatan dan sebanyak-banyaknya sepadan
dengan 3 (tiga) sks; '

4. Tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana
ketentuan nomor 1, 2, dan 3 di atas, adalah sebagai kegiatan atau kinerja
yang bersifat wajib.

5. Dosen dengan jabatan akademik sebagai profesor, selain memiliki tugas
utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga memiliki
kewajiban khusus.

B. Tugas Penunjang

Selain tugas utama, dosen UIN Walisongo dapat melaksanakan berbagai
kegiatan dan/atau diberi tugas untuk melakukan kegiatan di luar tugas
utamanya, sebagai penunjang terhadap tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dapat diperhitungkan SKS-nya
sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester.

Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi tersebut dapat berupa
tugas/kegiatan sebagai berikut :

Menjadi penasehat akademik atau dosen wali mahasiswa;

Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;

Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar
lembaga;

Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
Menjadi peserta aktif dalam pertemuan ilmiah,;

Mendapatkan tanda jasa/penghargaan,

Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial;

g op

g o

C. Kewajiban Khusus Profesor

Selain kewajiban melaksanakan tugas utama selaku profesi dosen, seorang
profesor memiliki kewajiban khusus yang menjadi persyaratan diperolehnya
tunjangan kehormatan. Kewajiban khusus bagi profesor tersebut adalah
menulis buku; menghasilkan karya ilmiah; dan menyebarluaskan gagasan.

Ketentuan ketiga kewajiban khusus tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional
maupun internasional yang ber-ISBN (Internasional Standard of Book
Numbering System);

b. Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Internasional
bereputasi (pemberlakuan menunggu SK Dirjen) atau jurnal nasional
terakreditasi; dan

c. Menyebarluaskan gagasannya.

Kewajiban khusus bagi Profesor akan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun
sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai Profesor.

D. Dosen Dengan Jabatan Struktural

Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural, selama menempati jabatan
struktural, yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh
tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, tunjangan
khusus, dan maslahat tambahan. Dosen yang ditempatkan pada jabatan
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struktural, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen.

Penghentian sementara dan pengaktifan kembali sfatusnya sebagai dosen serta
pemberian kembali hak-haknya sebagai dosen didasarkan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

E. Dosen Dengan Tugas Tambahan

Dosen dengan tugas tambahan, atau disingkat DT, memiliki kewajiban
mengajar di perguruan tinggi UIN Walisongo sekurang-kurangnya 3 (tiga) sks.
Jenis-jenis jabatan pada UIN Walisongo yang termasuk tugas tambahan adalah
sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur,
Ketua Jurusan/Prodi, Sekretaris Jurusan/Prodi, Ketua Lembaga, Sekretaris
Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Satuan
Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal dan tugas-tugas
tambahan bersifat tetap lainnya yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap
harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Ketentuan ini diatur
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009
tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5).

F. Dosen Dengan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar.
Aturan tentang penghentian sementara atau pengaktifan kembali tunjangan
profesi bagi dosen yang mendapatkan tugas belajar, mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dosen dengan status Izin Belajar tetap memiliki tugas dan kewajiban
melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan yang bersangkutan
tetap berhak menerima tunjangan profesi dan yang lainnya, selama yang
bersangkutan melaporkan hasil kinerjanya dan memenuhi undang-undang
yang berlaku.

G. Resources Sharing dengan Instansi Lain

Resources sharing untuk dosen dalam bidang pendidikan/pengajaran dapat
dihitung sebagai beban kerja apabila ditugaskan oleh Rektor. Resource sharing
untuk dosen dapat berupa program detasering atau pencangkokan dosen, atau
program lainnya. Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan resources sharing
akan diatur lebih lanjut dalam SK Rektor.

BAB III
PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Beban Kerja Dosen (BKD)

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan seorang dosen sebagai
tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam
konteks Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Republik
Indonesia Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tugas utama Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang harus dijalankan oleh dosen adalah sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-
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banyaknya 16 (enam belas) SKS. BKD bagi Dosen dengan tugas tambahan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) satuan kredit semester (SKS). Acuan penetapan
BKD menggunakan penghitungan SKS maksimum yang diatur secara
terperinci pada lampiran Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen atau Ekuivalensi
Perhitungan Sks. ‘

Setiap awal semester, dosen membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD)
untuk mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan/Ketua program Studi. Setiap
beban kerja yang tertuang dalam RBKD dan realisasi kinerja lain dalam
semester berjalan akan dilakukan penilaian di akhir setiap semester. Hasil
realisasi kinerja dosen tersebut dituangkan ke dalam dokumen laporan Beban
Kerja Dosen. Selanjutnya, hasil penilaian BKD menjadi dasar pencairan
tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan untuk kinerja dosen dari
semester yang telah berjalan. Ketentuan terkait tata-cara pencairan tunjangan
profesi dan atau tunjangan kehormatan ditetapkan dengan SK Rektor.

B. Klasifikasi Dosen Dalam Penilaian BKD

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam
kategori sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan
perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen biasa (DS);

2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan
tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen dengan tugas
tambahan (DT); '

3. Dosen yang telah bergelar profesor yang tidak mendapat beban kerja
tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi yang
selanjutnya disebut profesor (PR);

4. Dosen yang telah bergelar profesor yang mendapat beban kerja tambahan
sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, yang selanjutnya
disebut profesor dengan tugas tambahan (PT);

Pelaksanaan beban kerja dosen yang dinilai hakekatnya berupa hasil penilaian
terhadap kinerja yang telah berjalan. Jika terjadi perubahan status klasifikasi
dosen dalam penilaian BKD di tengah semester berjalan, maka penilaian
terhadap pelaksanaan BKD didasarkan pada status klasifikasinya saat
pengisian Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD). Dosen dengan status klasifikasi
DS/PR saat pengisian RBKD, kinerja di akhir semesternya akan dinilai dengan
status DS/PR. Dosen dengan status klasifikasi DT/PT saat pengisian RBKD,
kinerja di akhir semesternya akan dinilai dengan status DT/PT.

C. Kelebihan Jam Mengajar

Pelaksanaan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh dosen dinyatakan
dalam bentuk satuan kredit semester (SKS). Penghitungan terhadap SKS
didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bidang-bidang yang dapat dimasukkan dalam Kelebihan Jam Mengajar (KJM)
hanyalah bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Ketentuan lebih lanjut tentang penghargaan terhadap dosen yang memiliki
Kelebihan Jam Mengajar diatur dalam peraturan tersendiri

D. Sanksi

Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi
minimal 12 (dua belas) SKS atau setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam
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perminggu, tidak berhak mendapat tunjangan profesi dan atau tunjangan
kehormatannya.

BAB IV
PROSEDUR PENILAIAN BKD

A. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan penilaian Beban Kerja Dosen (BKD), adalah sebagai
berikut :

e

Wi N

10.
11.

12.

Pada awal semester, dosen membuat dan menginput Rencana Beban Kerja
Dosen (RBKD) ke sistem BKD Online, terkait semua kegiatan pada bidang
(1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya
ilmiah, (3) pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang
lainnya

Dokumen bukti penugasan untuk bidang pendidikan dan pengajaran harus
disertakan saat input RBKD dalam sistem BKD online.

Ketua Jurusan/Ketua Program Studi memeriksa dan memberikan
persetujuan terhadap RBKD yang dibuat oleh masing-masing dosen yang
berada di bawah tanggungjawabnya.

Pada akhir semester, dosen menginput hasil kinerjanya ke dalam sistem
BKD Online.

Setiap kinerja yang dicantumkan dalam BKD Online harus disertai bukti
penugasan dan bukti kinerja.

Jurusan/program Studi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan kinerja dosen serta bukti pendukungnya.

Asesor menilai kinerja dosen. Setiap dosen dinilai oleh dua orang Asesor.
Kedua asesor menyelaraskan hasil penilaian.

Dosen yang hasil laporan kinerjanya tidak memenuhi undang-undang,
diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan hasil laporannya, sesuai
batas waktu yang ditetapkan oleh pimpinan. Apabila setelah batas waktu
perbaikan yang diberikan, ternyata hasil kinerjanya tetap tidak memenuhi
ketentuan, maka tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatannya
dihentikan atau tidak diberikan selama satu semester.

Dekan mengesahkan dan mengkompilasi hasil Evaluasi

Yudisium dan penerbitan SK penerima tunjangan profesi dan atau
tunjangan kehormatan oleh Rektor.

Rektor melaporkan hasil penilaian ke Dirjen Pendis/Kemenag RI.

B. Peran Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

Peran Dekan, dalam pelaksanaan BKD adalah sebagai berikut:

1.
2.
4

Sebagai atasan langsung dosen

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat Fakultas

Sebagai pengarah dan pembina terhadap dosen yang berada di bawah
tanggungjawabnya.

Adapun tanggung jawab Dekan, dalam pelaksanaan BKD adalah sebagai
berikut :

L

2.

Melakukan pengarahan dan pembinaan kepada dosen dalam
kedudukannya sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat

Fakultas;
Mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen



3. Mengalokasikan waktu bagi dosen untuk menjalankan tugas pendidikan

dan pengajaran dan penelitian dengan bobot sekurang-kurangnya 9
(sembilan) SKS setiap semester;

Meminta para dosen untuk mengumpulkan RBKD

Mengusulkan kepada Rektor terkait dosen fakultas yang tidak dapat
memenuhi bobot minimum tugas pendidikan dan pengajaran untuk
ditugaskan di fakultas/jurusan lain di internal UIN Walisongo atau melalui
skema program resouce sharing dengan instansi lain.

Peran Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dalam pelaksanaan BKD adalah
sebagai berikut :

1.
2.

3.

Sebagai atasan langsung dosen jurusan/program studi

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat jurusan/program
studi

Sebagai pengarah dan pembina terhadap dosen yang berada di bawah
tanggungjawabnya.

Adapun tanggung jawab Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dalam
pelaksanaan BKD adalah sebagai berikut :

L

Melakukan pengarahan dan pembinaan kepada dosen dalam
kedudukannya sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat
jurusan/program studi,

. Memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap RBKD yang dibuat oleh ,

masing-masing dosen yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen RBKD dan BKD
yang dibuat oleh dosen yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Memberikan informasi terkait kekurangan dokumen RBKD/BKD yang di
buat oleh dosen yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Melakukan proses monitoring terhadap kinerja dosen yang berada di bawah
tanggung jawabnya.

Melaporkan hasil verifikasi dan monitoring kinerja dosen yang berada di
bawah tanggung jawabnya kepada Dekan

C. Rektor

Peran Rektor terkait pelaksanaan BKD, adalah sebagai berikut :
Sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat Universitas

1.

2.

3.

4,

Sebagai pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada
dosen

Sebagai pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi pembebasan
tugas dan/atau pengaktifan kembali kepada dosen yang sedang tugas
belajar atau yang ditugaskan sebagai pejabat struktural di luar institusi
UIN Walisongo

Berwenang menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menangani
teknis pelaksanaan penilaian BKD dan teknis penunjukan asesor BKD
Melaporkan hasil penilaian BKD ke Dirjen Pendis/Kemenag RI.

D. Asesor

Asesor bertugas untuk menilai laporan kinerja dosen. Syarat dan kode etik
sebagai asesor adalah sebagai berikut :

L.
2.

3.

Ditugaskan oleh Rektor;
Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional yang sama atau lebih tinggi dari
dosen yang dinilai;
Dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi
lain;
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. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen

yang dinilai;

. Tidak terj adl konflik kepentingan;

Menjaga kerahasiaan data dan hasil penilaian; dan

. Tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor (misal, dosen A

sebagai asesor menilai B sebagai dosen, kemudian B sebagai asesor yang
menilai A sebagai dosen).

E. Prinsip Penilaian BKD

Prinsip penilaian Beban Kerja Dosen adalah sebagai berikut :

Pl R

Berbasis penilaian diri

Saling asah, asih dan asuh
Meningkatkan profesionalisme dosen
Meningkatkan atmosfer akademik
Mendorong kemandirian perguruan tinggi

F. Periode Penilaian BKD

Pelaksanaan penilaian BKD dilakukan secara periodik setiap semester. Di awal
semester, setiap dosen diwajibkan membuat Rencana Beban Kerja Dosen
(RBKD), dan hasil kinerja dosen dituangkan ke dalam Laporan Beban Kerja
Dosen (LBKD) yang dilakukan penilaian di akhir setiap semester.

G. Unit Pelaksana Penilaian BKD

Kegiatan penilaian BKD di UIN Walisongo dilaksanakan oleh Lembagaﬁ
Penjaminan Mutu (LPM). Fungsi dan tugas dari LPM terkait pelaksanaan
kegiatan BKD, adalah sebagai berikut:

1.
2

3.

Melaksanakan teknis rangkaian kegiatan penilaian BKD;

Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi mutu pelaksanaan
kegiatan penilaian BKD;

Menjadi koordinator asesor dalam melakukan penilaian kinerja dosen yang
dilaporkan dalam BKD;

Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian BKD ke Rektor.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Januari 2017
Rektor,

i
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(1)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR
UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR : 06 TAHUN 2017
TANGGAL: 13 Januari 2017

TENTANG
PANDUANPENGHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan dan  menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

Dosen tetap UIN Walisongo adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan
sebagai tenaga penuh waktu pada fakultas di lingkungan UIN Walisongo
danatau yang diperbantukan di institusi lain berdasarkan peraturan yang

" berlaku.

(1)

Beban kerja dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh
seorang dosen sebagai tugas institusional dalam menyelenggarakan fungsi
pendidikan tinggi.

Beban kerja dosen dinyatakan dengan ekivalensi waktu mengajar penuh
(EWMP) yang setara dengan 36 jam kerja per minggu, yaitu jam kerja wajib
seorang PNS sebagai imbalan terhadap gaji dan hak lain yang diterima dari
negara.

Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar
mahasiswa dan bebanpembelajaran dosen dalam sistem kredit semester

BAB II
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 2

Dosen tetap UIN Walisongo sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2)
wayjib:

a. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan
oleh UIN Walisongo dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.

b. Melaksanakan TridharmaPerguruan Tinggi UIN Walisongo dengan beban
kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak
16 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik, dengan
ketentuan:

1) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9
(sembilan) SKS yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bersangkutan.

2) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan
melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi bersangkutan dan atau melalui lembaga lain.
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c. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar UIN Walisongo.

(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b adalah beban
kerja yang equivalensinya setara dengan jam kerja perminggu bagi pegawai
negeri, yang dirinci sebagai berikut : i

a. Pendidikan dan pengajaran sedikitnya 3 — 8 SKS atau setara dengan 8,5 -
22,6 jam kerja efektif per minggu.

b. Penelitian dan pengembangan ilmu sedikitnya 1 - 4 SKS atau sectara
dengan 2,8 —11,3 jam kerja efektif per minggu.

c. Pengabdian kepada masyarakat sedikitnya 1 kegiatan dan sebanyak-
banyaknya sepadan dengan 3 SKS atau setara dengan 8,5 jam kerja efektif

per minggu.
Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud
pada pasal 2 ayat (1) sub b point 1), dosen wajib melaksanakan tugasnya selama
16 minggu pada setiap semester.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan ilmu sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b point a) dosen wajib melaksanakan
tugas/kegiatan penelitian dalam bentuk kelompok dan/atau mandiri, menulis
karya ilmiah pada jurnal ilmiah, menulis makalah yang dipresentasikan, menulis
karya ilmiah inovatif dan dipublikasikan, menterjemahkan atau menyadur satu
judul naskah buku dan diterbitkan, dan/atau menyunting/mengedit satu judul
naskah buku yang diterbitkan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b point b), dosen wajib melaksanakan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk tugas mandiri/kelompok,
dan atau membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

(1) Selain beban wajib, dosen memiliki tugas-tugas lain sebagai tugas penunjang
Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat diperhitungkan sebagai beban kerja
dosen.

(2) Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan SKS-nya
sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester.

BAB III
DOSEN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 7
Dosen yang melaksanakan studi lanjut dengan kreteria :

a. Tugas belajar, yaitu pemberian tugas kepada Dosen tetap UIN Walisongo
untuk menuntut ilmu guna mendapatkan pendidikan lanjutan dan/atau
pelatihan keahlian tertentu baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka
waktu tertentu.
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b. Ijin belajar, yaitu pemberian izin kepada Dosen tetap UIN Walisongo untuk
mengikuti program pendidikan lanjutan yang dilaksanakan di luar jam kerja
kantor dan tidak mengganggu tugas-tugas kerja kedinasan.

Pasal 8

(1) Dosen yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibebaskan sementara dari
tugas-tugas kerja kedinasan dan dibebaskan dari kewajiban melaksanakan
Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pasal2 ayat (1) b dan
ayat (2), pasal 3, 4, dan 5.

(2) Dosen yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) diwajibkan tetap melaksanakan
Tridharma Perguruan TinggiUIN Walisongo sebagaimana dimaksud pasal 2
ayat (1) b dan ayat (2), pasal 3, 4, dan 5.

BAB IV
DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Pasal 9

(1) Dosen dengan tugas tambahan adalah dosen tetap yang mendapat tugas
tambahan berdasarkan SK Menteri/Rektor untuk menjalankan tugas-tugas
administrasi dan manajemen di lingkungan UIN Walisongo.

(2) Jenis-jenis tugas tambahan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat
(1)adalah sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil
Direktur, Ketua Jurusan/Prodi, Sekretaris Jurusan/Prodi, Ketua Lembaga,
Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala
Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal dan tugas-
tugas tambahan lain yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

(3) Profesor dengan tugas tambahan adalah dosen tetap yang bergelar profesor
dan mendapatkan tugas tambahan berdasarkan SK Menteri/Rektor.

Pasal 10

Dosen tetap yang diberi tugas sebagai panitia Ad-hoc yang umur kepanitiaannya
sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan/atau sebagai panitia tetap yang umur
kepanitiaannya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester tidak termasuk kategori
dosen tetap yang mendapat tugas tambahan.

BABV
TUNJANGAN PROFESI

Pasal 11

(1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh
Kementerian;

b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling
sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam
belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya
dengan ketentuan:

1) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9
(sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi UIN Walisongo;
dan
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(2)

(4)

2) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan
melalui kegiatan  yang diselenggarakan secara terstruktur atau
mandiri; i

c. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembagalain di luar perguruan
tinggi UIN Walisongo sebagai tempat yang bersangkutan bertugas;

d. Terdaftar pada kementerian sebagai dosen tetap;dan

e. Berusia paling tinggi:

1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau

2) 70 (tuyjuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor.

Dosen tetap yang mendapat tugas tambahan sebagaimana pasal 9 ayat (1),
(2), dan (3), berhak memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang
bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan
dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi UIN Walisongo.

BAB VI
TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

Pasal 12

Dosen berpangkat professor berhak mendapatkan tunjangan kehormatan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh
Kementerian,;

b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling
sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam
belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya
dengan ketentuan:

1) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9
(sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi UIN Walisongo;
dan

2) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara
terstruktur atau mandiri;

c. Melaksanakan kewajiban khusus profesor, sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

d. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan

tinggi UIN Walisongo sebagai tempat yang bersangkutan bertugas;

. Terdaftar pada universitas sebagai dosen tetap; dan

Berusia paling tinggi :

1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau

2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang
mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kewajiban khusus profesor meliputi menulis buku yang diterbitkan oleh

lembaga penerbit baik nasional maupun international yang mempunyai ISBN

(International Standard of Book Numbering System), menghasilkan karya

ilmiah yang  diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi

(pemberlakuannya menunggu SK Dirjen) atau jurnal nasional terakreditasi,

dan menyebarluaskan gagasannya

Dosen berpangkat profesor yang melaksanakan kewajiban khusus profesor

berhak memperoleh tunjangan kehormatan sesuai peraturan yang berlaku.

o
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.

(2) Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kepada semua
pihak yang berkepentingan untuk mengindahkan dan melaksanakan dengan
sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Januari 2017
Rektor,

; O
4 myHIBBIN &=
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